
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR r00.3.3.1/ 23 TAHUN2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOGIYAI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DOGryAI
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran 1 (Satu).

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1), Pasal
315 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Ralcangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 hants dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Dogiyai tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-
P), Kebijakan Umum APBD (KUPA), dan Prioritas dan Pla-fon
Anggaran Sementara (PPAS),serta Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur Papua Tengah tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan
Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
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1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4151 ), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2O2l terrtanlg Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21
Ta-hun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan l,embaral Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid- 19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaal Pembangunan Nasiona-l (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahal Daera,h
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukal
Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 68O4);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200O Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan l,ayanan Umum (lcmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45021,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahal
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O05 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O17
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL7 tentang Hak
Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Administratif (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keualgan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O18 Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2OlA tentang
Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1O9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2l tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi
Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan l€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6730);

17. Peraturan Pemerintah Nomor lO7 Tahun 2O2l tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi
Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O21 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6731);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahur: 2024 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2Ol7 tenlang
Pedomal Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7O Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 I 14);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaal Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan
Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 2O2O tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi
Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9 10);
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2O2l tenlang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah Tentalg Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penj abaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 431);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelal<sanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
2018 tentang Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 43 1);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tenlang
Pedomal Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 9721;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 648);

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua Kepmendagri No. 050-5889
Tahun 2O2l tentang Hasil Verilikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MtrMUTUSKAN:

KEDUA.../6

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOGTYAI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
DOGIYAI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

: Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Anggaran Pendapatal dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O25
dan Rancangan Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
sebagaimana tercantum dalam t ampiran Keputusan ini.
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: Bupati Dogiyai bersama Dewan Perwakilan RalVat Daerah
Kabupaten Dogiyai segera menindaklanjuti hasil eva1uasi dengan
melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan
Rancangan Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O25 sesuai
dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD
sebagaimana tercantum dalam Lampiral Keputusan Gubernur ini.

: Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Dogiyai segera melakukan penyempurna€m dan penyesuaian
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
dan Rancangan Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur
ini.

: Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Dogiyai
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai, dan
Bupati Dogiyai menetapkan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah, dan
Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Dogiyai tentang
Penjabaral Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O25 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan
kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau
pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

: Bupati Dogiyai menyampaikan kembali Rancangal Peraturar
Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan
Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah dilakukan
penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi
kepada Bupati dan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum
KETIGA untuk mendapatkan nomor register.

: Bupati Dogiyai menetapkan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati
Dogiyai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah
Kabupaten Dogiyai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peratural Bupati Dogiyai
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O25 setelah mendapatkan nomor register
sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA.

KELIMA
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KETUJUH

KEDELAPAN

Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungiawaban pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O25 dan
Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sah, apabila
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ry. GUBERNUR PAPUATENGAH,
CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
BIRO HUKUM

YULIUS MANURUNG, SH,, MH
NIP. 197606082002t2 L OO2

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepa-la Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi

Papua di Jayapura;
8. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
9. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;

10. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
11. Bupati Kabupaten Dogiyai di Kigamani;
12. Ketua DPRD Kabupaten Dogiyai di Kigamani;
I 3. Masing-masing yang bersangkutan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 04 Februari 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 23 TAHUN 2025
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DOGTYAI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BEH.NJA DAERAH
KABUPATEN DOGTYAI TAHUN ANGGARAN 2025
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DOGTYAI
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOGTYAI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KAI}UPATEN
DOGIYAI TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
DOGIYAI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peratural Daerah Kabupaten Dogiyai tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan

Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025,

untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai

tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Dogiyai

tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2O25 dengan ruang lingkup:

A. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

B. kepentingan umum;

C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA)

dan Prioritas Plafon Anggaral Sementara (PPAS), Kerangka Ekonomi Makro
dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF); dan

D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

sebagaimana maksud Pasa-l 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang, Pasal ll2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daera-h dan Pasal 7 ayat (61 Peraturan
Pemerintah Nomor I Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal
Nasional.

II. GAMBARAN UMUM EVALUASI

Berdasarkan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2O14 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal ll2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.2.h

d,an...l2
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dan butir 4.1.6.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O25, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dogiyai tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Ralcangan Peraturan Bupati
Dogiyai tentalg Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai satu kesatuan
yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah
harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati Dogiyai.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai
memfokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam
RKPD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 serta tidak dilakukan
berdasarkan pertimbangan pemerataErn antar perangkat daerah atau
berdasarkan alokasi anggaran pada tahun Ernggaran sebelumnya dan juga
memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan
program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk
pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan
daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan
wajib dan belanja mandatory spending serta pemenuhan target Standar
Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program,
kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, menunjang
pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas
serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen)

sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan daerah berupa uang yang

masuk ke da-lam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan menambah
ekuitas dana lancar serta merupakan hal< pemerintah daerah dalam 1 (satu)

tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan

daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur
secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan
memiliki kepastian serta sesuai dengal ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus mengambil langkah-langkah
antara lain:
1. Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai dapat melakukan sosialisasi dan
edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban pajak serta meningkatkan
sistem pemungutan pajak untuk meminimalisir kebocoran dan
peningkatan kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat.

2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Menggali potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan sektor ekonomi lokal,
seperti pariwisata, pertanian dan perikanan serta peningkatan

Layanan...l3
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layanan publik yang sifatnya berbayar sebagai salah satu upaya dalam
peningkatan penerimaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai
yang bersumber dari retribusi.

3. Pengembangal Infrastruktur
Membangun dan memperbaiki infrastruktur dalam rangka mendukung
pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, transportasi dan fasilitas umum
serta meningkatkan aksesibilitas daerah untuk menarik investor dan
wisatawan.

4. Kerjasama dan Kemitraan

Menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk investasi dalam proyek-
proyek pembangunan dan juga menggali potensi kerja sama dengan
pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain untuk berbagi sumber
daya dan pengetahuan.

5. Inovasi dan Digita-lisasi sebagai bentuk Pemasaran Potensi Daerah

Menerapkan teknologi informasi untuk mempermudah proses

administrasi, termasuk perpajakan dan perizinan serta membangun atau
menyiapkan platform digital untuk mempromosikan keunggulan daerah
dan potensi daerah serta mengikuti pameran dan kegiatan promosi yang
bertujuan untuk menarik investor.

6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan
keterampilan tenaga kerja lokal serta mendorong kewirausahaan dan
pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

7. Pengawasan dan Akuntabilitas

Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk
membangun kepercayaan masyarakat dan menerapkan sistem audit yang
efektif untuk memastikan penggunaan dana yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dipergunakan sebagai wujud
urusan publik baik urusan wajib dan urusan pilihan yang dikelola oleh
pemerintah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang.
Pengeluaran daerah yang dialokasikan secara tepat yang diperlukan oleh
masyarakat akan memunculkan perkembangan yang positif dalam upaya
peningkatan bagi kesejahteraan ralqrat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai harus mengambil langkah-langkah
antara lain:
1. Perencanaan Anggaran yang Tepat

Memastikan bahwa belanja daerah disusun berdasarkan prioritas
kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan program
pemberdayaan masyarakat melalui analisis kebutuhan yang lebih baik
yang dapat memastikan kebutuhan anggarannya sehingga tepat sasaran.
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2. Anggaran Berbasis Kinerja

Penerapan anggaran berbasis kinerja memungkinkan Pemerintah Daerah

Kabupaten Dogiyai untuk mengevaluasi hasil dal dampak dari setiap

kegiatan atau program yang dibiayai, sehingga dapat meningkatkan
efektivitas belanja.

3. Biaya per Layanan Publik

Mengukur berapa biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan layanan
publik dasar seperti pendidikan, kesehatal dan infrastruktur. Semakin

rendah biaya per layanan dengan hasil yang optimal, semakin efisien
pembiayaan tersebut.

4. Penguatan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah Daerah Kabupaten Dogiyai perlu memperkuat pengawasan

untuk mencegah penyalahgunaan anggaran atau pemborosan antara lain
melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk memonitor jalannya
prograrn secara real-time serta mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah

Kabupaten Dogiyai dengan melibatkan lembaga audit eksternal seperti

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit secara rutin
guna memastikan bahwa belanja daerah dilakukan secara transparan
dan akuntabel.

5. E-Gouernment darr E- Proanrement

Penguatan implementasi platform e-gouemment dan e-procurement untuk
pengadaan barang/jasa dapat mengurangi potensi korupsi,
meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa proses pengadaan

melalui platform e-gouernment dan e-procarement lebih efektif dan efisien.

6. Monitoring dan Evaluasi Program

Melakukan monitoring dan evaluasi guna mengetahui apakah program,

kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan

output yang direncanakan dan memberikal manfaat bagi masyarakat
yang selanjutnya akan digunakan untuk perbaikan anggaran serta
program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

C. Pembiayaan Daerah

Mengukur pembiayaan daerah yang efektif adalah suatu langkah penting

untuk menilai efektivitas jumlah dan penggunaan alokasi anggaran yang
tersedia untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di
daerah. Pembiayaan daerah yang efektif juga dapat dilihat dari berbagai
dimensi, antara lain efisiensi, pemerataan, transparansi dan akuntabilitas
penggunaan anggar€rn.

Dalam mengukur pembiayaan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten
Dogiyai harus melakukan perhitung.rn secara cermat, efektif, efisien,
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